




A. BUKU :  
 Aristoteles, E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku 
Ichtiar, Jakarta,  1962. 
Ainul Fu’adah Hasanah, Makalah Masalah Prostitusi atau Pelacuran, 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2011. 
 A. Zainal Abidin Farid.  Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. 1995.  
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. 
Amir Sjarifoedin Tj.A, Janda-Janda Mendunia, PT Gria Media Prima, 
Jakarta, 2013. 
J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian 
umum, Binacipta Bandung, 1998. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, PT 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. 
Kartono, Seks Bebas, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000. 
  Lili Rasjidi. dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, 
Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. 
P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1997. 
Purnadi Purbacaraka, dan A.Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana dalam 
Tanya Jawab, Rajawali Pers, Jakarta, 1995. 
   Redi Panuju, Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan, Gramadia Pustaka, 
Jakarta, 1994. 
   Sukarton Marmosudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, 
Pustaka Kartini, Jakarta, 1989. 
 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002. 
   Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya 




Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. 
Syafruddin Kalo, Makalah Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian 
Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan,  Bandung, 2010. 
Soedjono Dirjosisworo, Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan 
kenyataan dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. 
___________________, Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983. 
Thanh-Dam Truong, Seks, Uang dan Kekuasaan. Lembaga Penelitian, 
Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta., 1992. 
Wakhudin, Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Peacur dan 
Solusinya, 2006. 
 
B. PERATURAN : 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Wewenang Satuan Polisi Pamong 
Praja. 
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 Penerimaan dan 
Pemasukan Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja sebagai hasil revisi terhadap PP Nomor 32 Tahun 2004. 
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban 
Umum Dan Ketentraman Masyarakat. 
Peraturan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2005 tentang petunjuk teknis 
operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam memelihara 
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Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Satpol PP Kota Padang Bapak Ir. 
Dian Fakhri MSP, di Hotel Siti Nurbaya dan Hotel Asoka pada saat razia. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Amzarus, S.E Sebagai Koordinator 
Penyidik Pegawai Negri Sipil di Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Syafnion, S.Sos Sebagai Pengawasan, 
Penyuluhan dan Pembinaan di Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Dony Herdanus Sebagai Seksi 
Penyelidikan dan Penyidikan di Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Edi Asri, S.H Sebagai Kabid Penegak 
Peraturan Perundng - Undangandi Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Saparudin, S.Ag Sebagai Operasi dan 
Pengendalian di Mako Satpol PP Kota Padang. 
 
LAIN LAIN : 
Data Rekapitulasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 
Rekapitulasi kegiatan penertiban satuan polsi pamong praja kota padang 
tahun 2014 -2016.  
 
 
